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Abstract.This study aimed to determine the financial and budget administration management at
Waigete Sub-District Office, Sikka Regency. This study was a descriptive qualitative and
employed a case study design. The technique of analysis employed in this research was descriptive
analysis consisting of collecting and filtering information thoroughly and in detail, then it was
elaborated to obtain a clear description. Data was collected using observation, documentation,
and interviews. Based on the results of the study, it was concluded that the management of
financial and budget administration at the Waigete sub-district office starting from planning,
budgeting, implementation, and administration were good while the issues were in reporting and
accountability for budget implementation. They were not optimal due to the lack of human
resources quality (HR) who had accrual-based abilities or skills in utilizing existing information
technology and delays or time mismatches in annual financial reporting. The delay in question
was regarding the delay in the completeness of official travel report receipts used as transaction
evidence to make accountability letters. Thus, the quantity of acceleration of programs and the
submission of accountability reports was not optimal.
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Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan administrasi keuangan dan
anggaran pada kantor Camat Waigete Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah
studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan langkah-langkah mengumpulkan dan
menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian
diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu
observasi, dokumntasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada kantor Camat Waigete mulai dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengalami masalah
sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan pertangggungjawaban pelaksanaan anggaran
pada kantor Camat Waigete yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya kuaalitas sumber
daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau keterampilan berbasis akrual dalam
pemanfatan teknologi informasi yang sudah ada dan keterlambatan atau ketidak sesuaian waktu
dalam pelaporan keuangan setiap tahun. Keterlambatan yang dimaksud adalah keterlambatan
dalam kelengkapan kwitansi laporan perjalanan dinas yang digunakan untuk membuat bukti
transaksi untuk membuat surat pertanggungjawaban. Sehingga, secara kuantitas percepatan
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang
belum optimal.
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Kata Kunci: Pengelolaan, Administrasi Keuangan, Anggaran

LATAR BELAKANG
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami

perubahan mendasar dengan diterapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang NO. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawabaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang
Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan wewenang lebih
luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud antara lain adalah
keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target
penggunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pengelolaan
terhadap pendapatan, belanja dan asset daerah. Keuangan daerah merupakan hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kaitannya dengan baik atau buruknya
keuangan daerah pada dasarnya tergantung pada pengelolannya (Rukmini et al.,
2022:119).

Pegelolaaan administrasi keuangan yang baik memegang peran penting sebagai
bukti atas terlaksananya suatu kegiatan ekonomi. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah
perlu diperhatikan dengan saksama agar tidak terjadi kekeliruan. Instansi pemerintah
memerlukan sumber daya yang memadai untuk mengelola administrasi keuangan. Agar
semua dapat tercapai, perlu ada perencanaan sehingga tujuan pengelolaan administrasi
keuangan dapat tercapai secara optimal. Adanya pengelolaan keuangan yang baik dan
teratur mendorong ke arah perbaikan ekonomi, serta dapat menyalurkan pendapatan tepat
pada sasaran. Menurut Purba et al., (2021: 144) pengelolaan keuangan atau manajemen
keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan
keuangan seperti pengadaan dan pemanfataan dana usaha. Pengelolaan keuangan adalah
teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya

hidup produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis.
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Arti pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, dan
pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfataan dana dari
perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk sumber daya
keuangan. Pengertian pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan
administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi:
perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian
diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus ke luar masuknya dana
atau uang dalam sebuah instansi pada kurun waktu tertentu.

Kantor Camat Waigete merupakan salah satu instansi pemerintah yang
menjalankan keseluruhan aspek kegiatan administrasi yang sesuai dengan prosedur dan
wewenang Yyang berlaku. Sebuah instansi akan maju apabila administrasinya tertata
dengan baik sehingga dalam penyelenggaran sebuah laporan bisa berjalan secara efektif,
dari keseluruhan keuangan yang menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah pelaporan
dan sebagai jalannya pembangunan sebuah organisasi.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di kantor Camat Waigete, agar
anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta
realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Pengelolaan dalam sebuah
perkantoran sangat memerlukan administrasi dan keuangan yang dapat menunjang
sebuah perkantoran maupun usaha yang dikelolanya. Dalam kaitannya dengan penetapan
anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan
dilakukan oleh kantor Camat Waigete. Semua program membutuhkan biaya untuk
menunjang program dari kantor Camat Waigete, untuk itu dibutuhkan pengalokasian
biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

Arah kebijakan penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada gambar siklus Pengelolaan

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 sebagai berikut:
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Gambar 1.1 Siklus pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pengaggaran, pelaksanan dan
penatausahaan tidak mengalami masalah sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di kantor Camat Waigete yang belum
optimal disebabkan oleh kurangya Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki
kemampuan atau keterampilan berbasis akrual dalam pemanfataan teknologi informasi
yang sudah ada dan keterlambatan atau ketidak sesuaian waktu dalam pelaporan
keuangan setiap tahun. Keterlambatan yang dimaksud kurang lebih 1 bulan disebabkan
keterlambatan kelengkapan kwitansi laporan perjalanan dinas yang digunakan untuk

membuat bukti transaksi untuk membuat surat pertanggungjawaban.

KAJIAN TEORITIS
Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Kasmir (2010:5) Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang
berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa
tujuan menyeluruh. Selanjutnya menurut Sutrisno (2012:3) Manajemen keuangan yaitu
semua aktivitas usaha yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana
perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan menghasilkan

dana tersebut secara efisien. Sedangkan Menurut Fahmi (2014:2) manajemen keuangan
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merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan
menganalisis tentang bagaimana seseorang manajer keuangan dengan menggunakan
seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dengan tujuan
mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan
suistainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan pengertian
manajemen keuangan adalah sebuah ilmu dan seni yang mengkaji kegiatan perusahaan
dalam rangka perolehan, pendanaan dan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan
perusahaan dalam usaha untuk mengelola keuangan perusahaan sehingga mendapatkan
hasil secara efisien dan efektif dengan menggunakan ilmu-ilmu terkait.

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah ini merupkaan penyatuan laporan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah yang disesuaikan dengan
kerangka konsep yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 paragraf 24
yang mana penyusunannya diperuntukan ketersediaan informasi yang relevan berkenaan
dengan posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang dilakukan perusahan yang
memberikan laporan keuangan pada periode yang telah ditentukan.

Menurut Sinurat (2018:117) bahwa Laporan keuangan adalah laporan terstruktur
yang berisikan terkait posisi keuangan dan juga sejumlah transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas. Laporan keuangan ini meliliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan
perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Gumanti
(2011:103) laporan keuangan adalah laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan
yang isinya merupakan ringkasan dari harta, kewajiban, dan kinerja operasi selama suatu
periode akuntansi tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan laporan keuangan adalah
laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berisi informasi tentang kinerja
suatu perusahaan.

Pengertian Pengelolaan Keuangan
Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan pemerintah Republik

Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: “pengelolaan
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keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Secara harafiah
pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang
memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan
uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga dapat disimpulkan manajemen
keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana
mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana
sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk
mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al., 2020:1).
Pengertian Administrasi Keuangan

Menurut Gie (2009:10) Pengertian administrasi keuangan adalah proses
perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi.
Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang
mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian,
hingga pembukuan. Administrasi keuangan arti sempit adalah segala aktivitas yang
berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai
berbagai kegiatan organisasi, dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan
keuangan dan administrasi keuangan arti luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta
penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri,
dimana bentuknya berupa pengolahan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan
serta pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.
Pengertian Anggaran

Menurut Rangga et al., (2020:204) Penganggaran menjadi mekanisme terpenting
untuk pengalokasian sumber daya, karena Kketerbatasan dana yang dimiliki oleh
Pemerintah. Menurut Raharjaputra (2011:134) definisi dari anggaran banyak
dikemukakan oleh para ahli manajemen, tetapi intinya adalah hampir sama, diantaranya
adalah suatu perencanaan keuangan dan operasional perusahaan yang menyeluruh dan
mendetail tentang memperoleh dana menggunakannya secara efisien dan efektif dalam

suatu periode tertentu.
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
deskriptif, yaitu dengan langkah-langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-
keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga
diperoleh gambaran yang jelas. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,

dokumntasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Proses pengelolaan
administrasi keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan diantaranya adalah
pencatatan transaksi/kejadian keuangan, input data keuangan, pengeluaran serta
pembuatan laporan keuangan. proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses
perencanaan, yang meliputi musrembang, renstra, renja, dokumen pelaksanaan anggaran
dan rencana kerja anggaran. Proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak
mengalami masalah sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan yang berbasis
akrual efisien, efektif, dan sistematis. Sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di kecamatan Waigete yang belum optimal di
sebabkan kurangnya kualitas SDM yang memiliki kemampuan atau keterampilan
berbasis akrual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dan ketidak
sesuaian waktu dalam pelaporan keuangan setiap tahun.
Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Waigete melewati beberapa
prosedur sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Penganggaran
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Proses
perencanaan dan penganggaran pada kantor Camat Waigete berdasarkan kebutuhan
kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), Rencana
Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dokumen pelaksanaan anggaran,
rencana kerja anggaran mulai dari tingkat Desa, kelurahan, kecamatan serta tingkat
Kabupaten.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat
disimpulkan yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan
pada kantor Camat Waigete yaitu Camat selaku pengguna anggaran, sekretaris
camat, PPK-SKPD (Pejabat Penatausahan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat
Daeah), bendahara barang dan bendahara.

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan penggunaan anggaran pada kantor
Camat Waigete yaitu Perencanaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) dilaksanakan sesuai dengan yang telah  direncanakan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sehingga dari DPA itu menjadi acuan dalam rangka
menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bendaharaan dan
biayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
penggunaan anggaran tidak dapat dipublikasikan, kecuali melalui mekanisme
perubahan anggaran dan mempertanggungjawakan keuangan itu tidak secara
langsung tetapi mengikuti jalurnya kepada pemerintah daerah.

Pencairan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan yang
terlibat dalam mengurus pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat
Waigete yaitu bendahara, bendahara pembantu dan Kasubag Program dan Keuangan
atau di sebut Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mulai dari penginputan SPJ,
Pembuatan Surat Pertanggung jawaban administratif dan fungsional, Pembuatan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga dapat mencairkan dana kecamatan.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwaa
Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dari perangkat daerah
direkap/dikomplikasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjadi laporan
keuangan akhir tahun anggaran yang disampaikan Bupati Kepada DPRD melalui
Sidang DPRD sebagai representasi masyarakat. Jadi semua dana dipublikasikan ke
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masyarakat tetapi tidak secara langsung hanya lewat DPRD di saat semuanya
terkumpul menjadi laporan kerja Bupati akhir tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada bab sebelmunya maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa:

58

1. Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Waigete melewati

beberapa prosedur dimulai dengan perencanaan yang meliputi musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrembang), Rencana Strategi (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Rencana kerja anggaran (RKA), Dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA), pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menginputnya ke
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) lalu membuat surat
pertanggungjawabaan (SPJ) Administratif dan Fungsional, kemudian pembuatan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu membuat Surat Permintaan Membayar
(SPM) dan diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk di
buatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar pencairan
dana kantor Camat Waigete, kemudian membuat laporan akhir tahun berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas,
dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan yang berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan administrasi
keuangan dan anggaran pada kantor Camat Waigete mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengalami masalah
sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan pertangggungjawaban
pelaksanaan anggaran pada kantor Camat Waigete yang belum optimal
disebabkan oleh kurangnya kuaalitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki
kemampuan atau keterampilan berbasis akrual dalam pemanfatan teknologi
informasi yang sudah ada dan keterlambatan atau ketidak sesuaian waktu dalam
pelaporan keuangan setiap tahun. Keterlambatan yang dimaksud adalah
keterlambatan dalam kelengkapan kwitansi laporan perjalanan dinas yang
digunakan untuk membuat bukti transaksi untuk membuat surat

pertanggungjawaban. Sehingga secara kuantitas percepatan pelaksanaan kegiatan
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dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum
optimal.

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi:

1. kantor Camat Waigete

a.

b.

Perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau
keterampilan yang berbasis akrual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang
sudah ada. Sumber daya manusia ini dapat diperolen melalui penerimaan
pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti
pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM).

Agar kedepanya lebih tertib lagi dalam kelengkapan kwitansi laporan perjalanan
dinas yang digunakan untuk membuat bukti transaksi untuk membuat surat
pertanggugjawaban sehingga ketrelambatan atau ketidak sesuaian waktu dalam

pelaporan keuangan setiap tahun dapat terjaga.

2. Peneliti Selanjutnya

59

a.

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan
penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih
dalam lagi dalam mengumpulkan data-data melalui wawancara untuk
mengetahui proses pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan.

Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian, diharapkan untuk lebih
mempersiapkan diri dalam proses pengambilan data, pengumpulan data dan
segala sesuatu yang behubungan dengan penelitian, sehingga penelitian dapat
dilaksanakan dengan lebih baik.

Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian, untuk mengkaji lebih
banyak sumber maupun refrensi yang terkait dengan proses pengelolaan
administrasi keuangan agar hasil penelitianya dapat lebih baik dan lebih lengkap
lagi.

Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran
pada kantor Camat Waigete. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih

jauh tentang administrasi keuangan.
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